
JADWAL
Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa : 6 April 2023 Periode Perdagangan dan Pelaksanaan HMETD : 14 – 21 Juli 2023
Efektif Pernyataan Pendaftaran : 27 Juni 2023 Akhir Pembayaran Saham Pelaksanaan HMETD : 21 Juli 2023
Daftar Pemegang Saham yang Berhak Memperoleh HMETD : 12 Juli 2023 Periode Distribusi Saham Hasil HMETD : 18 – 25 Juli 2023
Cum-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 10 Juli 2023 Akhir Pembayaran Pemesanan Saham Tambahan : 25 Juli 2023
Ex-HMETD di Pasar Reguler dan Pasar Negosiasi : 11 Juli 2023 Penjatahan Saham Tambahan : 26 Juli 2023
Cum-HMETD di Pasar Tunai : 12 Juli 2023 Pembayaran Oleh Pembeli Siaga : 27 Juli 2023
Ex-HMETD di Pasar Tunai : 13 Juli 2023 Distribusi Saham Hasil Penjatahan : 27 Juli 2023
Distribusi HMETD : 13 Juli 2023 Pengembalian Uang Pemesanan : 27 Juli 2023
Pencatatan HMETD di Bursa Efek Indonesia : 14 Juli 2023

OTORITAS JASA KEUANGAN (“OJK”) TIDAK MEMBERIKAN PERNYATAAN MENYETUJUI ATAU TIDAK MENYETUJUI EFEK INI, TIDAK JUGA MENYATAKAN KEBENARAN ATAU 
KECUKUPAN ISI PROSPEKTUS INI. SETIAP PERNYATAAN YANG BERTENTANGAN DENGAN HAL-HAL TERSEBUT ADALAH PERBUATAN MELANGGAR HUKUM.

PROSPEKTUS INI PENTING DAN PERLU MENDAPAT PERHATIAN SEGERA. APABILA TERDAPAT KERAGUAN PADA TINDAKAN YANG AKAN DIAMBIL, SEBAIKNYA 
BERKONSULTASI DENGAN PIHAK YANG KOMPETEN.

PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK (“PERSEROAN”) BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN SEMUA INFORMASI, FAKTA, DATA ATAU LAPORAN DAN 
KEJUJURAN PENDAPAT YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI.

PT CATUR SENTOSA ADIPRANA TBK
Kegiatan Usaha Utama:

Bergerak dalam bidang perdagangan besar berbagai macam material bangunan, perdagangan besar peralatan dan perlengkapan rumah tangga dan, perdagangan besar berbagai barang 
dan perlengkapan rumah tangga lainnya yang tidak termasuk dalam lainnya.

Berkedudukan di Jakarta Barat
Kantor Pusat:

Jl. Daan Mogot Raya No. 234, Jakarta 10250
Telepon : +62 21 5668801 / 5672622

Fax : +62 21 5669445  E-mail: corsec@csahome.com  Situs Web : www.csahome.com
46 Area Distribusi Bahan Bangunan, 57 Area Distribusi Barang Konsumen, 5 Cabang Distribusi Kimia, 45 Toko Ritel Modern Mitra10 Bahan Bangunan, 

dan 19 Showroom Ritel Modern Atria Home Furnishing yang tersebar di seluruh Indonesia

PENAMBAHAN MODAL DENGAN MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU II (“PMHMETD II”)

Perseroan menawarkan sebanyak-banyaknya sebesar 1.224.822.231 (satu miliar dua ratus dua puluh empat juta delapan ratus dua puluh dua ribu dua ratus tiga puluh satu) Saham Baru atau 
sekitar 21,55% (dua puluh satu koma lima lima persen) dari jumlah saham yang ditempatkan dan disetor penuh setelah PMHMETD II dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham 
(“Saham HMETD”). Setiap pemegang 91 (sembilan puluh satu) Saham Lama yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (“DPS”) pada tanggal 12 Juli 2023 pukul 16.00 WIB berhak 
atas sebanyak 25 (dua puluh lima) HMETD, dimana setiap 1 (satu) HMETD memberikan hak kepada pemegangnya untuk membeli sebanyak 1 (satu) Saham Baru dengan Harga Pelaksanaan 
Rp700,- (tujuh ratus Rupiah), yang harus dibayar penuh pada saat mengajukan pemesanan pelaksanaan HMETD. Jumlah dana yang akan diterima oleh Perseroan dalam PMHMETD II ini 
adalah sebesar Rp857.375.561.700,- (delapan ratus lima puluh tujuh miliar tiga ratus tujuh puluh lima juta lima ratus enam puluh satu ribu tujuh ratus Rupiah).
Saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II dengan cara penerbitan HMETD ini adalah saham yang seluruhnya akan dikeluarkan dari portepel serta akan dicatatkan pada Bursa Efek dengan 
memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Saham HMETD memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal termasuk hak atas dividen dengan saham yang telah 
disetor penuh lainnya. Setiap HMETD dalam bentuk pecahan akan dibulatkan ke bawah (rounded down). Sesuai dengan ketentuan Peraturan OJK No.32/POJK.04/2015 tentang Penambahan 
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana diubah dengan Peraturan OJK No.14/POJK.04/2019 tentang Perubahan atas Peraturan 
OJK No.32/POJK.04/2015 (“POJK No.32/2015”), dalam hal pemegang saham memiliki HMETD dalam bentuk pecahan, maka hak atas pecahan saham tersebut wajib dijual oleh Perseroan dan 
hasil penjualannya dimasukkan ke dalam rekening Perseroan. HMETD yang tidak dilaksanakan pada tanggal terakhir pelaksanaan HMETD akan menjadi tidak berlaku lagi.
PT Buanatata Adisentosa (”BA”) selaku pemegang saham 32,01% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan 
sahamnya dalam Perseroan, yaitu sejumlah 392.049.292 (tiga ratus sembilan puluh dua juta empat puluh sembilan ribu dua ratus sembilan puluh dua) HMETD sesuai dengan Surat Pernyataan 
tanggal 14 April 2023. Sehubungan dengan komitmen tersebut, BA menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya.
SCG Retail Holding Co. Ltd. (”SCG”) selaku pemegang saham 30,89% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi 
kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, yaitu sejumlah 378.405.192 (tiga ratus tujuh puluh delapan juta empat ratus lima ribu seratus sembilan puluh dua) HMETD sesuai dengan Surat 
Pernyataan tanggal 12 April 2023. Sehubungan dengan komitmen tersebut, SCG menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi 
haknya.
NT Asian Discovery Master Fund (”NTA”) selaku pemegang saham 13,18% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi 
kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, yaitu sejumlah 161.429.725 (seratus enam puluh satu juta empat ratus dua puluh sembilan ribu tujuh ratus dua puluh lima) HMETD sesuai dengan 
Surat Pernyataan tanggal 12 April 2023. Sehubungan dengan komitmen tersebut, NTA menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi 
haknya.
Albizia Asean Opportunities Fund (”Albizia”) selaku pemegang saham 10,00% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan 
proporsi kepemilikan sahamnya dalam Perseroan, yaitu sejumlah 122.486.263 (seratus dua puluh dua juta empat ratus delapan puluh enam ribu dua ratus enam puluh tiga) HMETD sesuai 
dengan Surat Pernyataan tanggal 14 April 2023. Sehubungan dengan komitmen tersebut, Albizia menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan seluruh HMETD 
yang menjadi haknya.
Budyanto Totong selaku pemegang saham 5,80% menyatakan akan melaksanakan seluruh HMETD, yang akan diterima dan menjadi haknya berdasarkan proporsi kepemilikan sahamnya 
dalam Perseroan, yaitu sejumlah 71.021.862 (tujuh puluh satu juta dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh dua) HMETD sesuai dengan Surat Pernyataan tanggal 6 April 2023. 
Sehubungan dengan komitmen tersebut, bapak Budyanto Totong menyatakan sanggup dan memiliki kecukupan dana untuk melaksanakan seluruh HMETD yang menjadi haknya.
Dalam hal terdapat pemegang saham Perseroan yang tidak melaksanakan HMETD yang dimilikinya secara penuh, maka pemegang saham tersebut akan mengalami dilusi.
Apabila saham yang ditawarkan dalam PMHMETD II ini tidak seluruhnya diambil oleh pemegang saham atau pemegang bukti HMETD, maka sisanya akan dialokasikan kepada pemegang 
saham lainnya yang melakukan pemesanan lebih besar dari haknya seperti yang tercantum dalam Sertifikat Bukti HMETD atau Formulir Pemesanan dan Pembelian Saham Tambahan, 
secara proporsional berdasarkan atas jumlah HMETD yang telah dilaksanakan oleh masing-masing pemegang saham yang meminta penambahan saham. Apabila setelah alokasi tersebut 
masih terdapat sisa saham yang ditawarkan, maka sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Akta Perjanjian Pembelian Sisa Saham Dalam Rangka Penawaran Umum Terbatas Untuk 
Penambahan Modal Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu II PT Catur Sentosa Adiprana Tbk. No. 160 tanggal 15 Juni 2023, yang dibuat di hadapan Christina Dwi Utami, 
S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat, PT BCA Sekuritas, selaku Pembeli Siaga, telah sepakat untuk mengambil bagian sisa saham yang tidak diambil oleh para pemegang saham 
sebanyak-banyaknya sebesar 21.500.000 (dua puluh satu juta lima ratus ribu) dari sisa saham, dengan harga yang sama dengan Harga Pelaksanaan PMHMETD II Perseroan, yaitu sebesar 
Rp700,- (tujuh ratus Rupiah) setiap saham atau dengan nilai sebesar-besarnya Rp15.050.000.000,- (lima belas miliar lima puluh juta Rupiah).
Dalam melakukan PMHMETD II ini, Perseroan telah mendapatkan persetujuan dari RUPSLB sebagaimana ternyata dalam akta Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa No. 64 tertanggal 
6 April 2023, yang dibuat dihadapan Christina Dwi Utami, S.H., M.Hum., M.Kn., Notaris di Jakarta Barat.

HMETD AKAN DICATATKAN DI PT BURSA EFEK INDONESIA (“BEI”) DAN DAPAT DIPERDAGANGKAN BAIK DI DALAM MAUPUN DI LUAR BEI SELAMA PERIODE PERDAGANGAN 
HMETD MULAI TANGGAL 14 JULI 2023 SAMPAI DENGAN TANGGAL 21 JULI 2023 HMETD DAPAT DILAKSANAKAN SELAMA PERIODE PERDAGANGAN HMETD DENGAN 
MENGAJUKAN FORMULIR PEMESANAN PEMBELIAN SAHAM. PENCATATAN SAHAM BARU HASIL PELAKSANAAN HMETD AKAN DILAKUKAN DI BEI MULAI TANGGAL 14 JULI 
2023. TANGGAL TERAKHIR PELAKSANAAN HMETD ADALAH TANGGAL 21 JULI 2023, DENGAN KETENTUAN BAHWA HMETD YANG TIDAK DILAKSANAKAN SAMPAI DENGAN 
TANGGAL TERSEBUT TIDAK BERLAKU LAGI.

RISIKO UTAMA YANG DIHADAPI OLEH PERSEROAN ADALAH RISIKO PEMUTUSAN HUBUNGAN KONTRAK – FAKTOR RISIKO LAINNYA DIUNGKAPKAN PADA BAB VII DALAM 
PROSPEKTUS INI.

RISIKO YANG MUNGKIN DIHADAPI INVESTOR ADALAH RISIKO HARGA DAN TIDAK LIKUIDNYA SAHAM YANG DITAWARKAN PADA PMHMETD II INI YANG DIPENGARUHI OLEH 
KONDISI PASAR MODAL INDONESIA.

PENTING UNTUK DIPERHATIKAN
PEMEGANG SAHAM YANG TIDAK MELAKSANAKAN HAKNYA DALAM PMHMETD II AKAN MENGALAMI PENURUNAN PERSENTASE KEPEMILIKAN SAHAM (DILUSI) DALAM 
JUMLAH YAITU MAKSIMUM SEBESAR 21,55% (DUA PULUH SATU KOMA LIMA LIMA PERSEN).

Prospektus ini diterbitkan di Jakarta pada tanggal 13 Juli 2023 



PT Catur Sentosa Adiprana Tbk (“Perseroan”) telah menyampaikan Pernyataan Pendaftaran dengan surat No. 153/SK-
Corp/CSA/VI/2023 tertanggal 5 Juni 2023 sehubungan dengan Penambahan Modal dengan memberikan Hak Memesan  
Efek Terlebih Dahulu II kepada Otoritas Jasa Keuangan (“OJK”), sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan dalam POJK 
No. 32/2015 dan Peraturan OJK No. 33/POJK.04/2015 tentang Bentuk dan Isi Prospektus Dalam Rangka Penambahan 
Modal Perusahaan Terbuka Dengan Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu (“POJK No. 33/2015”) yang merupakan 
pelaksanaan dari Undang-Undang Republik Indonesia No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, 
Lembaran Negara Republik Indonesia No. 64 Tahun 1995, Tambahan No. 3608 beserta peraturan-peraturan pelaksanaannya 
(“UUPM”).

Semua Lembaga dan Profesi Penunjang Pasar Modal yang disebut dalam Prospektus ini bertanggung jawab sepenuhnya atas 
data yang disajikan sesuai dengan fungsi dan kedudukan mereka sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan 
di Pasar Modal, dan kode etik, norma, serta standar profesi masing-masing.

Sehubungan dengan PMHMETD II, setiap pihak ter-Afiliasi dilarang untuk memberikan keterangan atau pernyataan mengenai 
data yang tidak diungkapkan dalam Prospektus, tanpa persetujuan tertulis dari Perseroan.

Lembaga serta Profesi Penunjang Pasar Modal dalam rangka PMHMETD II ini, dengan tegas menyatakan bukan merupakan 
pihak Afiliasi dengan Perseroan, sebagaimana didefinisikan dalam UUP2SK.

PT BCA Sekuritas merupakan pihak yang membantu penyusunan Prospektus PMHMETD II ini dan menyatakan telah 
memberikan persetujuan tertulis mengenai pencantuman nama PT BCA Sekuritas dalam Prospektus ini dan tidak mencabut 
persetujuan tersebut. 

PERSEROAN TELAH MENGUNGKAPKAN SEMUA INFORMASI YANG PERLU DIKETAHUI OLEH PUBLIK DAN 
TIDAK TERDAPAT LAGI INFORMASI YANG BELUM DIUNGKAPKAN YANG DAPAT MENGAKIBATKAN INFORMASI 
YANG TERCANTUM DALAM PROSPEKTUS INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN PUBLIK.

PROSPEKTUS HANYA DIDISTRIBUSIKAN DI INDONESIA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU 
PERATURAN YANG BERLAKU DI INDONESIA. TIDAK SATUPUN YANG TERCANTUM DALAM DOKUMEN INI 
DAPAT DIANGGAP SEBAGAI SEBUAH PENAWARAN EFEK UNTUK MENJUAL DI WILAYAH YANG MELARANG 
HAL TERSEBUT. SETIAP PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA UNTUK 
MEMATUHI KETENTUAN YANG BERLAKU DI NEGARA TERSEBUT, DAN PERSEROAN DIBEBASKAN DARI 
SEGALA TANGGUNG JAWAB DAN KONSEKUENSI ATAS SETIAP PELAKSANAAN HMETD YANG DILAKUKAN 
OLEH PIHAK DI LUAR WILAYAH INDONESIA TERSEBUT.

PMHMETD II INI TIDAK DIDAFTARKAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN LAIN 
SELAIN YANG BERLAKU DI INDONESIA. BARANG SIAPA DI LUAR INDONESIA MENERIMA PROSPEKTUS 
INI ATAU SBHMETD, ATAU DOKUMEN-DOKUMEN LAIN YANG BERKAITAN DENGAN PMHMETD II INI, MAKA 
DOKUMEN-DOKUMEN TERSEBUT TIDAK DIMAKSUDKAN SEBAGAI DOKUMEN PENAWARAN UNTUK MEMBELI 
SAHAM BIASA ATAS NAMA HASIL PELAKSANAAN HMETD, KECUALI BILA PENAWARAN, PEMBELIAN 
ATAU PELAKSANAAN HMETD TERSEBUT TIDAK BERTENTANGAN DENGAN ATAU BUKAN MERUPAKAN 
PELANGGARAN TERHADAP UNDANG-UNDANG DAN/ATAU PERATURAN YANG BERLAKU DI NEGARA 
TERSEBUT. DALAM HAL TERDAPAT PEMEGANG SAHAM YANG BUKAN WARGA NEGARA INDONESIA YANG 
BERDASARKAN KETENTUAN PERUNDANG-UNDANGAN DI NEGARANYA DILARANG UNTUK MELAKSANAKAN 
HMETD, MAKA PERSEROAN ATAU PIHAK YANG DITUNJUK OLEH PERSEROAN BERHAK UNTUK MENOLAK 
PERMOHONAN PIHAK TERSEBUT UNTUK MELAKSANAKAN PEMBELIAN SAHAM BERDASARKAN HMETD 
YANG DIMILIKINYA.
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(seratus Rupiah) per saham (“Saham HMETD”). Setiap pemegang 91 (sembilan puluh satu) 
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(“PMHMETD II”) sesuai dengan peraturan perundang
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dijaminkan kepada PT Bank Central Asia Tbk. (“ ”), atas hutang Perseroan, CMSS dan PT Catur Sentosa 
Anugerah (“ ”) sebagaimana:

 

 

 

) tanggal 14 April 2023 antara CMSS dan Bapak Budyanto Totong (“Perjanjian 
Kesepahaman”). Keterangan lebih lanjut mengenai Perjanjian Kesepahaman dapat dilihat pada Bab III 
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Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana tercantum dalam laporan auditor independen 
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PT Bank HSBC Indonesia (“HSBC”)
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Dalam ribuan Rupiah 

Tanggal Akta Notaris No. Fasilitas 
Kredit Jatuh Tempo Pagu Kredit Tujuan Penggunaan 

Pembayaran 
cicilan selama 

tahun 2022 

Saldo utang per 
tanggal 31 

Desember 2022 

9.600.000

5.828.572 16.028.571
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Tanggal Akta Notaris No. Fasilitas 
Kredit Jatuh Tempo Pagu Kredit Tujuan Penggunaan 

Pembayaran 
cicilan selama 

tahun 2022 

Saldo utang per 
tanggal 31 

Desember 2022 

2.514.286 6.914.285

4.897.143 14.691.428

16.000.000 Pembiayaan pembangunan 
gudang di Jember 1.142.857 14.857.143

29.383.393 57.792.608 
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16.000.000 Pembiayaan pembangunan 
gudang di Jember 1.142.857 14.857.143

29.383.393 57.792.608 
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• Menambahkan deskripsi terkait “liabilitas dan liabilitas kontinjensi dalam ruang lingkup PSAK 57 atau ISAK
30”.

• 
• 

1. 
2. 
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Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK IAI”) pada bulan 

yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS Intepretation Committee (“IFRIC”) 
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Keuangan Ikatan Akuntan Indonesia (“DSAK IAI”) pada bulan 

yang ditanggapi dan disimpulkan dalam IFRS Intepretation Committee (“IFRIC”) 
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dalam ribuan Rupiah 

Keterangan 31 Desember Pertumbuhan 
(%) 2022 2021 

Arus Kas dari Aktivitas Operasi 274.148.162 83.211.600 229,46 
Arus Kas dari Aktivitas Investasi (424.997.575) (413.333.525) 2,82 
Arus Kas dari Aktivitas Pendanaan 227.512.806 286.941.349 (20,71) 
Kenaikan (Penurunan) Neto Kas dan Setara Kas 76.663.393 (43.180.576) 277,54 
Kas dan Setara Kas Awal Tahun 66.944.508 110.125.084 (39,21) 
Kas dan Setara Kas Akhir Tahun 143.607.901 66.944.508 114,52 
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dalam ribuan Rupiah 

–

dalam ribuan Rupiah 

–

dalam ribuan Rupiah 

Keterangan 31 Desember 
2022 2021 

Jawa dan Bali 11.200.063.594 10.423.120.070 
Sumatera 2.327.442.264 2.070.625.946 
Sulawesi 631.252.452 657.816.724 
Kalimantan 569.466.938 497.924.864 
Total 14.728.225.248 13.649.487.604 
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Total 14.728.225.248 13.649.487.604 

bisnis di tahun mendatang. Konsep, ‘One Stop Shop’ terus 
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Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) sebagaimana t
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Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (“SPPL”) 
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 “SPPL”

 

 

 

 

 

 

 

 

“SPPL”

 

  

 

Dewan Komisaris   
Komisaris Utama : Achmad Widjaja 
Komisaris : Kenneth Ng Shih Yek 
Komisaris  : Seow Han Yong, Justin 
Komisaris  : Paramate Nisagornsen 
Komisaris Independen : Justinus Aditya Sidharta 
Komisaris Independen : Henny Ratnasari Dewi 
   
Direksi   
Direktur Utama : Budyanto Totong 
Direktur  : Andy Totong 
Direktur : Antonius Tan 
Direktur : Warit Jintanawan 
Direktur : Surjati Tanril 

–

❖ –
❖ –
❖ –
❖ –
❖ –
❖ –

❖ –

❖ – –
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sebagai Bachelor of Science in Biotechnology dengan upper second dari King’s College 

❖ –
❖ –

❖ –

❖ –
❖ –
❖ –
❖ –
❖ –
❖ –

❖ –
❖ –

❖ –
❖ – –
❖ –

Sarjana Teknik Elektro dari King Mongkut’s 

–

–

❖ –
❖ –

❖ – –

❖ – –
❖ –

❖ –

❖ –
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❖ –
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❖ –

❖ –
❖ –

❖ –
❖ –
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❖ –
❖ –
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❖ –
❖ –
❖ –
❖ –
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❖ –
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❖ –
❖ –
❖ –

❖ –
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❖ – –
❖ –
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–
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❖ –

❖ –
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√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √
√ √ √

 

“ ”) agar mampu memberikan manfaat jangka panjang bagi seluruh pemangku kepentingan.
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Profil Risiko Penjelasan 
Risiko Pemutusan Hubungan 
Kontrak 

Perseroan mengantisipasi hal ini dengan terus memperluas jaringan distribusi 
dan ritel modern, menjaga hubungan dan memberikan pelayanan yang lebih 
baik kepada prinsipal dengan konsep yang saling menguntungkan. 
 

Risiko Piutang Dagang  Perseroan mengatasi hal ini dengan diterapkan sistem ‘blocking overdue’ 
untuk pelanggan yang piutangnya telah jatuh tempo, pengendalian yang lebih 
saksama dalam pemberian kredit dengan mempertimbangkan histori pola 
pembayaran dan kondisi finansial pelanggan, dan juga menerapkan tingkatan 
otorisasi yang jelas. 
 

Risiko Persaingan Usaha  Perseroan mengantisipasi risiko ini dengan menjaga hubungan dan 
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada prinsipal, pengecer dan 
konsumen akhir, membuat progam- program pemasaran yang menarik, efektif 
dan efisien, serta menerapkan praktik GCG dengan optimal. 
 

Risiko Kegagalan Memenuhi 
Peraturan Perundang-undangan 
Terkait Kegiatan Usaha 
Perseroan  

Untuk menghindari kegagalan dalam pemenuhan peraturan Perundang-
undangan terkait kegiatan usaha Perseroan, manajemen telah memiliki tim 
yang fokus pada ekspansi termasuk pencarian lokasi gudang ataupun toko 
termasuk seluruh perijinannya. Tim membangun komunikasi dan hubungan 
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Profil Risiko Penjelasan 
Risiko Pemutusan Hubungan 
Kontrak 
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untuk pelanggan yang piutangnya telah jatuh tempo, pengendalian yang lebih 
saksama dalam pemberian kredit dengan mempertimbangkan histori pola 
pembayaran dan kondisi finansial pelanggan, dan juga menerapkan tingkatan 
otorisasi yang jelas. 
 

Risiko Persaingan Usaha  Perseroan mengantisipasi risiko ini dengan menjaga hubungan dan 
memberikan pelayanan yang lebih baik kepada prinsipal, pengecer dan 
konsumen akhir, membuat progam- program pemasaran yang menarik, efektif 
dan efisien, serta menerapkan praktik GCG dengan optimal. 
 

Risiko Kegagalan Memenuhi 
Peraturan Perundang-undangan 
Terkait Kegiatan Usaha 
Perseroan  

Untuk menghindari kegagalan dalam pemenuhan peraturan Perundang-
undangan terkait kegiatan usaha Perseroan, manajemen telah memiliki tim 
yang fokus pada ekspansi termasuk pencarian lokasi gudang ataupun toko 
termasuk seluruh perijinannya. Tim membangun komunikasi dan hubungan 

Profil Risiko Penjelasan 
yang baik dengan otoritas setempat dalam hal proses perizinan termasuk izin 
lokasi, perijian IMB, izin operasi dan sebagainya.  
 

Risiko Teknologi  Dalam mengantisipasi risiko ini, Perseroan terus melakukan pengembangan 
teknologi serta antisipasi atas perubahan teknologi baru untuk kegiatan 
operasional gudang, toko, dan administrasi yang diyakin akan berdampak pada 
efisiensi biaya, waktu dan memudahkan untuk monitoring jalannya kegiatan 
usaha.   
 

Risiko Keuangan  1. Risiko Suku Bunga 
Untuk meminimalkan risiko suku bunga, manajemen melakukan 
penelaahan berbagai suku bunga yang ditawarkan oleh kreditur untuk 
mendapatkan suku bunga yang menguntungkan sebelum mengambil 
keputusan untuk melakukan perikatan utang baru. 
 

2. Risiko Kredit 
Perseroan melakukan monitoring ketat terhadap pemberian kredit kepada 
pelanggan dengan menerapkan sistim "blocking overdue". Keterlambatan 
pembayaran jatuh tempo pelanggan akan mengakibatkan pembelian yang 
akan datang tidak dapat diberikan, keterlambatan harus diselesaikan 
terlebih dahulu dan pemberian kredit akan direview kembali.  
 

3. Risiko Likuiditas 
Pengelolaan risiko likuiditas dilakukan antara lain dengan memonitor 
jatuh tempo pinjaman dan sumber pendanaan. Menjaga saldo kecukupan 
kas dan setara kas serta memastikan tersedianya pendanaan dari sejumlah 
fasilitas kredit yang ada dan kesiapan untuk menghadapi kebutuhannya. 
 

Risiko Katastropik Untuk meminimalkan dampak risiko katastropik, Perseroan telah melengkapi 
setiap bangunan kantor, gudang, dan toko dengan alat pemadam kebakaran 
dan mengasuransikan seluruh aset Perseroan. 
 

Risiko Kondisi Politik, Sosial dan 
Keamanan 

Perseroan mengantisipasi risiko ini dengan cara melakukan penelitian 
menyeluruh serta sumber informasi. Seperti lanskap politik, termasuk 
stabilitas pemerintah, pemilihan mendatang, dan ketegangan geopolitik. 
Mengevaluasi faktor sosial seperti norma budaya, kondisi tenaga kerja, dan 
konflik sosial yang dapat mempengaruhi perilaku konsumen dan permintaan 
pasar. Menilai risiko keamanan, termasuk tingkat kejahatan, ancaman 
terorisme, dan kerusuhan sipil, untuk memastikan keselamatan personel dan 
aset. Konsultasikan dengan para ahli lokal, melakukan uji tuntas pada mitra, 
dan mendiversifikasi rantai pasokan. 
 

Risiko Daya Beli Masyarakat Risiko daya beli masyarakat dapat diminimalisir dengan pengawasan terhadap 
indicator ekonomi seperti pertumbuhan PDB, inflasi dan tingkat kepegawaian. 
Dengan memperhatikan faktor-faktor tersebut Perseroan dapat menganalisa 
perilaku konsumen dan membuat keputusan bisnis yang terinformasi. 
Sentimen konsumen, perubahan tingkat pendapatan, kebijakan pemerintah dan 
tren global juga berpengaruh penting terhadap daya beli masyarakat secara 
menyeluruh. 
 

Risiko Kondisi Pasar Properti Risiko ini diantisipasi dengan cara melakukan penelitian yang cermat tentang 
harga pasar, memperhitungkan perubahan yang mungkin terjadi, membeli 
properti dengan harga rendah, serta memantau perkembangan pasar secara 
terus-menerus. Dengan melakukan langkah-langkah tersebut, dapat 
mengurangi risiko dan meningkatkan peluang kesuksesan dalam berinvestasi 
di pasar properti. 
 

Risiko Perubahan Kurs Valuta 
Asing 

Perseroan memiliki fasilitas dari bank tertentu untuk mengadakan transaksi 
lindung nilai, hal tersebut meminimalkan risiko atas perubahan kurs. Selain itu 
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Profil Risiko Penjelasan 
Perseroan juga memantau dan menganalisis faktor-faktor fundamental yang 
mempengaruhi pergerakan mata uang serta menjaga fleksibilitas keuangan dan 
likuiditas yang cukup untuk menghadapi fluktuasi mata uang. 
 

Risiko Kepatuhan Terhadap 
Peraturan Perundang-undangan 
yang Berlaku 

langkah-langkah yang dapat diambil untuk mengantisipasi risiko ini antara lain 
meliputi memahami dan mengidentifikasi peraturan yang relevan dengan 
bisnis atau kegiatan yang dilakukan, membangun dan mengimplementasikan 
kebijakan dan prosedur yang sesuai untuk memastikan kepatuhan, melibatkan 
tim yang terlatih dan kompeten dalam memantau dan meninjau kepatuhan 
serta melakukan audit internal secara teratur. 
 

Risiko Kebijakan/Peraturan 
Pemerintah 

Perseroan memitigasi risiko ini dengan cara memantau dan menganalisis 
kebijakan atau peraturan yang sedang atau berpotensi dikeluarkan oleh 
pemerintah, menjalin komunikasi yang baik dengan pihak berwenang atau 
asosiasi industri terkait, berpartisipasi dalam proses konsultasi publik untuk 
memberikan masukan dan pengaruh pada kebijakan yang sedang dibahas. 
 

Risiko Hukum Risiko hukum yang dihadapi Perseroan diminimalkan dengan memperoleh 
penasehat hukum yang kompeten dan berpengalaman, melakukan audit secara 
berkala untuk mengidentifikasi potensi pelanggaran, memberikan pelatihan 
serta pemahaman atas kewajiban dan tanggung jawab kepada karyawan. 
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No. Nama Perseroan CAL
S 

       CSB ETI    

1.  Achmad Widjaja KU - - - - - - - - - - - - - 
2.  Kenneth Ng Shih Yek K - - - - - - - - - - - - - 
3.  Seow Han Yong, Justin K - - - - - - - - - - - - - 
4.  Paramate Nisagornsen K - - - - - - - - - - - - - 
5.  Justinus Aditya 

Sidharta KI - - - - - - - - - - - - - 

6.  Henny Ratnasari Dewi KI - - - - - - - - - - - - - 
7.  Budyanto Totong DU KU K KU KU K KU - K K K KU KU K 
8.  Andy Totong D - - - - - - DU - - - - D DU 
9.  Antonius Tan D - - - - - - - - - - - - - 
10.  Warit Jintanawan D - - - - - - - - - - - - - 
11.  Surjati Tanril D D D - D D D - D D D D - - 

 

 PT Buanatata Adisentosa (“BA”)
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Dewan Komisaris   
Komisaris : Srililanti Kurniawan 
   
Direksi   
Direktur Utama : Budyanto Totong 
Direktur : Erline Totong 

 SCG Retail Holding Co. Ltd. (“SCG”)
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Dewan Komisaris   
Komisaris : Srililanti Kurniawan 
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Direksi   
Direktur : Nithi Patarachoke 
Direktur : Paramate Nisagornsen 
Direktur : Wiroat Rattanachaisit 
Direktur : Supornsri Naktnasukanjn 
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 (“NTA”)

Direktur  : James Edward Hughes-Hallet; 
Direktur : Marayart Teeratomom 
Direktur : John Thompson 
Direktur  :  Susan Veronica Rippingall 

 Albizia ASEAN Opportunities Fund (“Albizia”)
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 (“NTA”)

Direktur  : James Edward Hughes-Hallet; 
Direktur : Marayart Teeratomom 
Direktur : John Thompson 
Direktur  :  Susan Veronica Rippingall 

 Albizia ASEAN Opportunities Fund (“Albizia”)

Direksi   
Direktur  : Justin Seow Han Yong 
Direktur : Nipp Heinz 
Direktur : Teoh Su Yin 
Direktur  :  Kwek Thong How 
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Jenis Pelatihan Tujuan Pelatihan Jumlah Peserta 
Equipping Training Melengkapi karyawan dengan soft skill yang mendukung 

pencapaian strategi perusahaan. 
8.656 

Technical Training Melengkapi karyawan dengan kemampuan teknis yang 
diperlukan pada posisinya. 

41.017 
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8.656 
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diperlukan pada posisinya. 

41.017 

Jenis Pelatihan Tujuan Pelatihan Jumlah Peserta 
Focus Group 
Discussion (FGD) 

Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi karyawan 
melalui forum dan grup diskusi lintas unit bisnis. 

1.163 

Innovation- 
Improvement 
Program 

Mengimplementasikan pengetahuan dan kemampuan dalam 
program innovation dan improvement yang terstruktur dan 
terukur dan dikemas dalam bentuk kompetisi. 

356 

Workshop Meningkatkan kompetensi dalam sharing dan praktek yang 
dibimbing oleh tenaga ahli di bidangnya. 

360 
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“SHM”
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No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

1.       
2.       

3.       

4.       
5.       
6.       
7.       
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No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

1.       
2.       

3.       

4.       
5.       
6.       
7.       

No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

8.       
9.       
10.       
11.       
12.       
13.       
14.       
15.       
16.       
17.       
18.       
19.       
20.       
21.       
22.       
23.       
24.       
25.       
26.       
27.       
28.       
29.       
30.       
31.       
32.       
33.       

34.       

35.       

36.       
37.       
38.       
39.       
40.       
41.       
42.       
43.       
44.       
45.       
46.       
47.       
48.       
49.       
50.       
51.       
52.       
53.       
54.       
55.       
56.       
57.       
58.       
59.       
60.       
61.       
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No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

62.       
63.       
64.       
65.       

66.       

67.       
68.       
69.       
70.       
71.       
72.       
73.       
74.       
75.       
76.       

77.       

78.       
79.       
80.       
81.       

82.       

83.       
84.       
85.       
86.       
87.       
88.       
89.       
90.       
91.       
92.       
93.       
94.       
95.       
96.       
97.  Truk Mitsubishi B 9152 BDE 2013 J06921351 
98.  Truk Hino B 9080 XQ 2016 M05105625 
99.  Truk Hino B 9289 BYZ 2017 O00321938 
100.  Truk Hino B 9875 BYY 2017 N04875438 
101.  Mobil Barang Mitsubishi B 9131 BVT 2020 Q01092085 
102.  Sepeda Motor Yamaha P 2875 SM 2014 L04775285 

103.  Mobil 
Penumpang Daihatsu L 1884 DQ 2008 F1267371J 

104.       
105.       
106.       
107.       
108.       
109.       
110.       
111.       
112.       
113.       
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No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

62.       
63.       
64.       
65.       

66.       

67.       
68.       
69.       
70.       
71.       
72.       
73.       
74.       
75.       
76.       

77.       

78.       
79.       
80.       
81.       

82.       

83.       
84.       
85.       
86.       
87.       
88.       
89.       
90.       
91.       
92.       
93.       
94.       
95.       
96.       
97.  Truk Mitsubishi B 9152 BDE 2013 J06921351 
98.  Truk Hino B 9080 XQ 2016 M05105625 
99.  Truk Hino B 9289 BYZ 2017 O00321938 
100.  Truk Hino B 9875 BYY 2017 N04875438 
101.  Mobil Barang Mitsubishi B 9131 BVT 2020 Q01092085 
102.  Sepeda Motor Yamaha P 2875 SM 2014 L04775285 

103.  Mobil 
Penumpang Daihatsu L 1884 DQ 2008 F1267371J 

104.       
105.       
106.       
107.       
108.       
109.       
110.       
111.       
112.       
113.       

No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

114.       
115.       
116.       
117.       
118.       
119.       
120.       
121.       
122.       
123.       

124.       

125.       

126.   Mitsubishi DR 8462 BC 2012 I11084588 
127.  Truk Mitsubishi DR 8340 BD 2013 K06180371 
128.  Truk Mitsubishi DR 8461 BC 2013 K06180370 
129.  Truk Mitsubishi B 9410 BIS 2021 R01362659 
130.       
131.       
132.       
133.       
134.       
135.       
136.       
137.       
138.       
139.       
140.       
141.       
142.       
143.       

144.       

145.       
146.       
147.       
148.       
149.       
150.       
151.       
152.       
153.       
154.       
155.       
156.       
157.       
158.       
159.       
160.       
161.       
162.       
163.       

164.       

165.       
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No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

166.       

167.       

168.       

169.       
170.       
171.       
172.       
173.       
174.       
175.       
176.       
177.   Honda DM 2206 JC 2015 L04452286 
178.   Suzuki DB 5213 AX 2005 D6306899S 

179.   Mitsubishi 
B 9961 

BDF/DM 
8562 AC 

2014 N07247998 

180.   Hino 
B 9889 BYY 
/ DM 8072 

AY 
2017 N04979910 

181.       
182.       
183.       
184.       
185.       
186.       
187.       
188.       
189.       
190.       
191.     5087154 
192.      8473407 
193.      2363683 
194.       
195.       
196.       
197.       
198.       
199.       
200.       
201.       
202.       
203.       
204.       
205.       
206.       
207.       

208.       

209.       
210.       
211.       
212.       
213.       
214.       
215.       
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No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

166.       

167.       

168.       

169.       
170.       
171.       
172.       
173.       
174.       
175.       
176.       
177.   Honda DM 2206 JC 2015 L04452286 
178.   Suzuki DB 5213 AX 2005 D6306899S 

179.   Mitsubishi 
B 9961 

BDF/DM 
8562 AC 

2014 N07247998 

180.   Hino 
B 9889 BYY 
/ DM 8072 

AY 
2017 N04979910 

181.       
182.       
183.       
184.       
185.       
186.       
187.       
188.       
189.       
190.       
191.     5087154 
192.      8473407 
193.      2363683 
194.       
195.       
196.       
197.       
198.       
199.       
200.       
201.       
202.       
203.       
204.       
205.       
206.       
207.       

208.       

209.       
210.       
211.       
212.       
213.       
214.       
215.       

No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

216.       
217.       
218.       
219.       
220.      5608064 
221.      9892739 
222.      9893131 
223.      9892830 
224.      9893132 
225.      5608181 
226.      5604234 
227.      5375511 
228.      5376056 
229.       
230.       
231.       
232.       
233.       
234.       
235.       
236.       
237.       
238.       
239.       
240.       
241.       
242.       
243.       
244.       
245.       
246.       
247.       

248.      1378902 

249.   Mitsubishi B 9641 B 2008 S03727721 
250.   Toyota Dyna B 9101 VQ 2008 9892796 
251.       
252.       
253.       
254.       
255.       
256.       
257.       

258.       

259.       
260.       
261.       
262.       
263.       
264.       
265.   Isuzu BN 8078 WL 2008 L-03510223 
266.   Toyota BN 8079 WL 2008 L-03510230 
267.   Toyota BN 8785 WN 2008 I-10996118 
268.   Honda BN 5677 WN 2011 I-05300925 
269.       
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No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

270.       
271.       
272.       
273.       
274.       
275.       
276.       
277.       
278.       
279.       

280.    
 

  

281.       
282.       
283.       
284.       
285.       
286.       
287.       
288.       
289.       
290.       
291.       
292.       
293.       
294.       
295.       
296.       
297.       
298.       
299.       
300.       
301.       
302.       
303.       
304.       
305.       
306.       

307.       

308.       
309.       
310.       
311.       
312.       
313.       
314.       
315.       
316.       
317.       
318.       
319.       
320.       
321.       
322.       
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No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

270.       
271.       
272.       
273.       
274.       
275.       
276.       
277.       
278.       
279.       

280.    
 

  

281.       
282.       
283.       
284.       
285.       
286.       
287.       
288.       
289.       
290.       
291.       
292.       
293.       
294.       
295.       
296.       
297.       
298.       
299.       
300.       
301.       
302.       
303.       
304.       
305.       
306.       

307.       

308.       
309.       
310.       
311.       
312.       
313.       
314.       
315.       
316.       
317.       
318.       
319.       
320.       
321.       
322.       

No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

323.       

324.      

325.    BK 8328 XH 2013 K-02616983 
326.    B 9623 BIS 2022 S-03711392 
327.       
328.       
329.       
330.      9893131 
331.       
332.       
333.       
334.       
335.       
336.       
337.       
338.       
339.       
340.       
341.       
342.       
343.       
344.       
345.      1514393 
346.       
347.       

348.       

349.       

350.       
351.       
352.       
353.       
354.   Mitsubishi tipe CDE 100 PS    
355.       
356.      E9442164I 
357.      N00060545 
358.      N00060543 
359.      N00055928 
360.      N00060544 
361.      6313556 
362.      6995190 
363.      6995312 
364.      741891 
365.      6314105 
366.      S-03711411 
367.      S-03711470 
368.      S-03727885 

369.       

370.       
371.       
372.       
373.       
374.       
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No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

375.       
376.       
377.       
378.       
379.       
380.       
381.       
382.       
383.       
384.       
385.       
386.       

387.       

388.       
389.       
390.      D25490361 
391.      G31509571 
392.      6921350 
393.      8465673 
394.      13088949 
395.      13088250 
396.      6307555 
397.      6313555 
398.      1358699 
399.       
400.       
401.       
402.       
403.       
404.       
405.       
406.       
407.       
408.       
409.       
410.       
411.       
412.       
413.       
414.       
415.       
416.       
417.       
418.      S08291111 
419.      N01689808 
420.      N05413407 
421.      N05413417 
422.      O07338396 
423.      O01671942 
424.      O01095545 
425.      R01362182 
426.      K12666303 
427.      K12666307 
428.      SO3727609 
429.      S03727848 
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No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

375.       
376.       
377.       
378.       
379.       
380.       
381.       
382.       
383.       
384.       
385.       
386.       

387.       

388.       
389.       
390.      D25490361 
391.      G31509571 
392.      6921350 
393.      8465673 
394.      13088949 
395.      13088250 
396.      6307555 
397.      6313555 
398.      1358699 
399.       
400.       
401.       
402.       
403.       
404.       
405.       
406.       
407.       
408.       
409.       
410.       
411.       
412.       
413.       
414.       
415.       
416.       
417.       
418.      S08291111 
419.      N01689808 
420.      N05413407 
421.      N05413417 
422.      O07338396 
423.      O01671942 
424.      O01095545 
425.      R01362182 
426.      K12666303 
427.      K12666307 
428.      SO3727609 
429.      S03727848 

No. Jenis 
Kendaraan Merek Kendaraan No. Polis Tahun 

Pembuatan 
Nomor 
BPKB 

430.      G3821220H 
431.       
432.       
433.       
434.       
435.       
436.      4875670 
437.       
438.       
439.      6956339 
440.   Mitsubishi Z 8176 GO 2014 S03268933 
441.   Hino Dutro Z 9022 GZ 2017 S06239481 
442.   Hino Dutro B 9353 BIS 2021 R01353380 
443.   Mitsubishi B 9133 BVT 2020 Q01092063 
444.       
445.       
446.       

447.       

448.       
449.       
450.      7875051 
451.       
452.       
453.       
454.      1358773 
455.      1358700 

 

 

 

Objek : Pemberian fasilitas perbankan. 
Jangka Waktu : Berlaku untuk periode 1 (satu) tahun sejak tanggal perjanjian  

dan akan dengan otomatis diperpanjang untuk periode yang sama 
pada setiap tanggal ulang tahunnya, kecuali diubah dengan 
kesepakatan tertulis Para Pihak. 

Nilai : Fasilitas Perbankan dengan rincian sebagai berikut: 
1. Fasilitas Impor dengan nilai USD 5.000.000,- (lima juta 

dollar Amerika Serikat); 
2. Pinjaman Impor (Pinjaman Pembeli Setelah Pengapal) 

terhadap rekap tagihan dengan nilai Rp100.000.000.000,- 
(seratus miliar Rupiah). 

Bunga : 7,00% (tujuh koma nol nol persen) per tahun. 
Jaminan : 1. Jaminan fidusia atas persediaan barang senilai 

Rp95.000.000.000,- (sembilan puluh lima miliar Rupiah). 



110

2. Jaminan fidusia atas piutang senilai Rp95.000.000.000,- 
(sembilan puluh lima miliar Rupiah). 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai 

dengan kesepakatan. 
• Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas 

pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang 
telah disepakati. 

• Wajib untuk memberikan jaminan-jaminan sebagaimana 
kesepakatan. 

• Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan 
segala kewajiban yang diperintahkan serta dipersyaratkan 
oleh Bank 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas 

pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur. 
• Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana 

kesepakatan. 
• Berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas seluruh hal-hal 

yang menjadi kewajiban Debitur. 
• Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan 

kesepakatan. 
Pembatasan (Negative 

Covenants) 
: Debitur tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, 

persetujuan mana tidak akan diberikan tanpa alasan yang wajar 
memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau 
orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan 
secara independen dan wajar dalam prakterk bisnis sehari-hari. 

Affirmative Covenants : 1. Debitur wajib memberikan jaminan tambahan berupa tanah 
dan bangunan jepada Bank apabila Debitur mendapatkan 
fasilitas-fasilitas dan/atau pinjaman dari bank lain dan 
memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan kepada 
bank lain, kecuali dari PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank 
Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

2. Debitur harus memberitahukan Bank atas setiap pemutusan 
kontrak dengan prinsipal Debitur. 

Penyelesaian Sengketa : Para Pihak memilih Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
sebagai tempat kedudukan hukumnya yang umum dan tetap. 

 

Objek : Pemberian fasilitas perbankan. 
Jangka Waktu : Bahwa sesuai dengan Surat Bank Permata 

No.035/SK/CG8/WB/04/2023 tanggal 26 April 2023, fasilitas 
ini diperpanjang sampai dengan 28 Juli 2023. 

Nilai : Fasilitas Perbankan dengan rincian sebagai berikut: 
1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (“Fasilitas PRK”) 

dengan nilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah. 
2. Fasilitas Omnibus Revolving Loan (“Fasilitas Omnibus 

RL”) dengan nilai pagu Rp180.000.000.000,- (seratus 
delapan puluh miliar Rupiah). 

Bunga :  

2. 
 

Jaminan : 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.5394 / 
Jakasampurna, atas nama Perseroan. 
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2. Jaminan fidusia atas piutang senilai Rp95.000.000.000,- 
(sembilan puluh lima miliar Rupiah). 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• Berhak untuk mendapatkan fasilitas pembiayaan sesuai 

dengan kesepakatan. 
• Wajib untuk melakukan pembayaran atas fasilitas 

pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan besaran yang 
telah disepakati. 

• Wajib untuk memberikan jaminan-jaminan sebagaimana 
kesepakatan. 

• Wajib untuk memenuhi segala ketentuan dan melakukan 
segala kewajiban yang diperintahkan serta dipersyaratkan 
oleh Bank 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• Berhak untuk mendapatkan pembayaran atas fasilitas 

pembiayaan yang telah diberikan kepada Debitur. 
• Berhak untuk mendapatkan jaminan-jaminan sebagaimana 

kesepakatan. 
• Berhak untuk mendapatkan pemenuhan atas seluruh hal-hal 

yang menjadi kewajiban Debitur. 
• Wajib untuk memberikan fasilitas pembiayaan sesuai dengan 

kesepakatan. 
Pembatasan (Negative 

Covenants) 
: Debitur tanpa persetujuan tertulis dari Bank terlebih dahulu, 

persetujuan mana tidak akan diberikan tanpa alasan yang wajar 
memberikan suatu pinjaman atau kredit kepada perusahaan atau 
orang lain siapapun juga kecuali untuk kredit yang diberikan 
secara independen dan wajar dalam prakterk bisnis sehari-hari. 

Affirmative Covenants : 1. Debitur wajib memberikan jaminan tambahan berupa tanah 
dan bangunan jepada Bank apabila Debitur mendapatkan 
fasilitas-fasilitas dan/atau pinjaman dari bank lain dan 
memberikan jaminan berupa tanah dan bangunan kepada 
bank lain, kecuali dari PT Bank Central Asia Tbk, PT Bank 
Danamon Indonesia Tbk, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. 

2. Debitur harus memberitahukan Bank atas setiap pemutusan 
kontrak dengan prinsipal Debitur. 

Penyelesaian Sengketa : Para Pihak memilih Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
sebagai tempat kedudukan hukumnya yang umum dan tetap. 

 

Objek : Pemberian fasilitas perbankan. 
Jangka Waktu : Bahwa sesuai dengan Surat Bank Permata 

No.035/SK/CG8/WB/04/2023 tanggal 26 April 2023, fasilitas 
ini diperpanjang sampai dengan 28 Juli 2023. 

Nilai : Fasilitas Perbankan dengan rincian sebagai berikut: 
1. Fasilitas Pinjaman Rekening Koran (“Fasilitas PRK”) 

dengan nilai Rp10.000.000.000,- (sepuluh miliar Rupiah. 
2. Fasilitas Omnibus Revolving Loan (“Fasilitas Omnibus 

RL”) dengan nilai pagu Rp180.000.000.000,- (seratus 
delapan puluh miliar Rupiah). 

Bunga :  

2. 
 

Jaminan : 1. Sertipikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No.5394 / 
Jakasampurna, atas nama Perseroan. 

2. SHGB No.2218/Babakan Ciparay, atas nama Perseroan. 
3. SHGB No.2217/Babakan Ciparay, atas nama Perseroan. 
4. SHGB No.2216/Babakan Ciparay, atas nama Perseroan. 
5. SHGB No.205/Blimbing, atas nama Perseroan. 
6. SHGB No.206/Blimbing, atas nama Perseroan. 
7. SHGB No.207/Blimbing, atas nama Perseroan. 
8. SHGB No.208/Blimbing, atas nama Perseroan. 
9. SHGB No.105/Daan Mogot, atas nama Perseroan. 
10. SHGB No.797/Daan Mogot, atas nama Perseroan. 
11. SHGB No.139/Greges, atas nama Perseroan. 
12. SHGB No.140/Greges, atas nama Perseroan. 
13. SHGB No.141/Greges, atas nama Perseroan. 
14. Jaminan fidusia persediaan dengan nilai penjaminan sebesar 

Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah).  
15. Jaminan fidusia piutang dagang dengan nilai penjaminan 

sebesar Rp72.000.000.000,- (tujuh puluh dua miliar Rupiah). 
16. Jaminan lain dalam bentuk dan jumlah yang dapat diterima 

oleh Bank, yang akan diikat tersendiri dalam perjanjian 
jaminan yang dibuat antara pemilik barang jaminan (jika ada) 
dan Bank dimana perjanjian jaminan tersebut merupakan satu 
kesatuan dan tidak terpisahkan dengan perjanjian ini. 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 

• 

• 

• 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

• 

Pembatasan (Negative 
Covenants) 

: Debitur wajib mendapat persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Bank, apabila akan melakukan tindakan-tindakan berikut yang 
menurut pendapat Bank dapat mempengaruhi kewajiban 
pembayaran Debitur kepada Bank yaitu: 
1. Bertindak sebagai penjamin terhadap hutang pihak lain, 

kecuali hutang dagang yang dibuat dalam rangka 
menjalankan usaha sehari-hari; 

2. Mengubah sifat dan kegiatan usaha yang sedang dijalankan 
atau melakukan kegiatan usaha di luar kegiatan usahanya 
sehari-hari; 

3. Menjaminkan, mengalihkan, menyewakan kepada pihak lain 
atas Barang Jaminan; 

4. Menjual, menyewakan, mentransfer, memindahkan hak, 
menghapuskan, menjaminkan/mengagunkan sebagian besar 
atau seluruh harta kekayaan Debitur dengan cara 
bagaimanapun juga dan kepada pihak manapun juga (kecuali 
menjaminkan/mengagunkannya kepada Bank) yang dapat 
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mempengaruhi kemampuan pembayaran Debitur kepada 
Bank; 

5. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan 
berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain 
(kecuali dari pemegang saham sepanjang disubordinasikan 
terhadap seluruh kewajiban Debitur kepada Bank) atau 
mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga yang 
melebih 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva 
(“pembatasan”) atau yang dapat mempengaruhi kemampuan 
pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank. Pembatasan 
diatas hanya diberlakukan untuk nasabah dengan Pinjaman 
diatas Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar 
Rupiah) atau ekuivalennya; 

6. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada 
pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan 
Afiliasi dan/atau pemegangasaham kecuali pinjaman dalam 
jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan 
usahanya sehari-hari; 

7. Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan 
membayar Debitur kepada Bank; 

8. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau 
terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban 
yang terhutang kepada Bank; 

9. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger 
dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau 
memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari 
perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya; 

10. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang 
saham pengendali; 

11. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau 
piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang 
dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari) yang 
sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh 
Para Pemegang Saham Debitur baik berupa jumlah pokok, 
bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar. 

Affirmative Covenants : 1. Wajib menyerahkan laporan keuangan audited tahunan 
paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak 
tanggal pelaporan. 

2. Wajib menyerahkan laporan keuangan internal semi annual 
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 
pelaporan dan seterusnya. 

3. Debitur wajib menyalurkan transaksi operasional secara 
proposional melalui rekening Bank maksimal (enam) bulan 
setelah utilisasi pertama dan akan dimonitor semesteran. 

Financial Covenant : Debitur wajib memelihara rasio keuangan sebagai berikut: 
1. Current ratio minimal 1,00x (satu) kali. 
2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum 1,00x (satu) 

kali. 
3. Interest-bearing Debt to equity ratio (DER) maximum 1,80x 

(satu koma delapan puluh kali) (interest bearing debt/equity). 
 
Bahwa sehubungan dengan pembatasan rasio keuangan tersebut, 
berikut kondisi rasio keuangan Perseroan per 31 Desember 2022: 
 

Rasio Keuangan Per 
31 Desember 2022 

Bank 
Permata 

Current Ratio (CR) 1,05 Min 1 
Debt Service 
Coverage Ratio 
(DSCR) 

2,56 Min 1 
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mempengaruhi kemampuan pembayaran Debitur kepada 
Bank; 

5. Menerima suatu pinjaman uang atau fasilitas keuangan 
berupa apapun juga atau fasilitas leasing dari pihak lain 
(kecuali dari pemegang saham sepanjang disubordinasikan 
terhadap seluruh kewajiban Debitur kepada Bank) atau 
mengadakan suatu hutang atau kewajiban apapun juga yang 
melebih 10% (sepuluh persen) dari nilai aktiva 
(“pembatasan”) atau yang dapat mempengaruhi kemampuan 
pembayaran kewajiban Debitur kepada Bank. Pembatasan 
diatas hanya diberlakukan untuk nasabah dengan Pinjaman 
diatas Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar 
Rupiah) atau ekuivalennya; 

6. Memberikan pinjaman maupun fasilitas keuangan kepada 
pihak lain termasuk namun tidak terbatas pada perusahaan 
Afiliasi dan/atau pemegangasaham kecuali pinjaman dalam 
jangka pendek dan dalam rangka menunjang kegiatan 
usahanya sehari-hari; 

7. Melakukan investasi yang berpengaruh terhadap kemampuan 
membayar Debitur kepada Bank; 

8. Melakukan tindakan lainnya yang dapat menyebabkan atau 
terganggunya kewajiban pembayaran seluruh kewajiban 
yang terhutang kepada Bank; 

9. Melakukan pembubaran, penggabungan usaha/merger 
dan/atau peleburan/konsolidasi dengan perusahaan lain atau 
memperoleh sebagian besar dari aset atau saham dari 
perusahaan lain atau bentuk perubahan usaha lainnya; 

10. Mengubah susunan dan jumlah kepemilikan pemegang 
saham pengendali; 

11. Membayar atau membayar kembali tagihan-tagihan atau 
piutang-piutang berupa apapun juga (kecuali piutang dagang 
dalam rangka menunjang kegiatan usaha sehari-hari) yang 
sekarang telah dan/atau dikemudian hari akan diberikan oleh 
Para Pemegang Saham Debitur baik berupa jumlah pokok, 
bunga denda dan lain-lain jumlah uang yang wajib dibayar. 

Affirmative Covenants : 1. Wajib menyerahkan laporan keuangan audited tahunan 
paling lambat 180 (seratus delapan puluh) hari kerja sejak 
tanggal pelaporan. 

2. Wajib menyerahkan laporan keuangan internal semi annual 
paling lambat 90 (sembilan puluh) hari sejak tanggal 
pelaporan dan seterusnya. 

3. Debitur wajib menyalurkan transaksi operasional secara 
proposional melalui rekening Bank maksimal (enam) bulan 
setelah utilisasi pertama dan akan dimonitor semesteran. 

Financial Covenant : Debitur wajib memelihara rasio keuangan sebagai berikut: 
1. Current ratio minimal 1,00x (satu) kali. 
2. Debt Service Coverage Ratio (DSCR) minimum 1,00x (satu) 

kali. 
3. Interest-bearing Debt to equity ratio (DER) maximum 1,80x 

(satu koma delapan puluh kali) (interest bearing debt/equity). 
 
Bahwa sehubungan dengan pembatasan rasio keuangan tersebut, 
berikut kondisi rasio keuangan Perseroan per 31 Desember 2022: 
 

Rasio Keuangan Per 
31 Desember 2022 

Bank 
Permata 

Current Ratio (CR) 1,05 Min 1 
Debt Service 
Coverage Ratio 
(DSCR) 

2,56 Min 1 

Interest-bearing 
Debt to Equity 
Ratio (DER) 

1,11 Max 1,8 

 
Oleh karenanya, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan 
sebagaimana yang dipersyaratkan oleh Bank Permata. 

Penyelesaian Sengketa : Para Pihak memilih Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Selatan 
sebagai kediaman hukum yang sah dan tidak berubah. 

 

Objek : Pemberian fasilitas transaksi spot dan forward. 
Jangka Waktu : Bahwa sesuai dengan Surat Bank Permata 

No.035/SK/CG8/WB/04/2023 tanggal 26 April 2023, fasilitas 
ini diperpanjang sampai dengan 28 Juli 2023. 

Nilai : USD 3.500.000 (tiga juta lima ratus ribu Dollar Amerika Serikat) 
dengan notional limit untuk spot transaction sebesar USD 
175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta Dollar Amerika 
Serikat) 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 

• 

• 

 
 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

Penyelesaian Sengketa : Diselesaikan secara musyawarah mufakat namun apabila tidak 
dapat terselesaikan maka Para Pihak memilih Kantor Pengadilan 
Negeri Jakarta Selatan sebagai kediaman hukum yang sah dan 
tidak berubah. 

 

Objek : Pemberian fasilitas perbankan. 
Jangka Waktu : Jangka waktu dari pemberian fasilitas perbankan ini adalah 

sebagai berikut: 
1. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) sesuai dengan Surat 

BCA No.30264/GBK/2023 tanggal 7 Juni 2023 berlaku 
sampai dengan 11 September 2023. 
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2. Fasilitas Bank Garansi sesuai dengan Surat BCA 
No.30264/GBK/2023 tanggal 7 Juni 2023 berlaku sampai 
dengan 11 September 2023. 

3. Fasilitas kredit multi sesuai dengan Surat BCA 
No.30264/GBK/2023 tanggal 7 Juni 2023 berlaku sampai 
dengan 11 September 2023. 

4. Fasilitas Time Loan Revolving (I,II dan III) sesuai dengan 
Surat BCA No.30264/GBK/2023 tanggal 7 Juni 2023 berlaku 
sampai dengan 11 September 2023. 

5. Fasilitas kredit investasi XI dan kredit investasi XIII berlaku 
sampai dengan 31 Desember 2023. 

6. Fasilitas kredit investasi XVI, berlaku sampai dengan tanggal 
yang jatuh 30 (tiga puluh) bulan kemudian sejak tanggal 
penarikan pertama fasilitas kredit. 

Nilai : Fasilitas Perbankan dengan rincian sebagai berikut: 
1. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan nilai 

Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah). 
2. Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah pokok tidak melebihi 

Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah). 
3. Fasilitas kredit multi dengan jumlah pokok tidak melebih 

USD 18.000.000 (delapan belas juta Dollar Amerika 
Serikat). 

4. Fasilitas Time Loan Revolving I dengan jumlah pokok tidak 
melebihi Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar 
Rupiah). 

5. Fasilitas Time Loan Revolving II dengan jumlah pokok tidak 
melebihi Rp377.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh 
miliar Rupiah). 

6. Fasilitas Time Loan Revolving III dengan jumlah pokok 
tidak melebihi Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar 
Rupiah). 

7. Fasilitas kredit investasi XI dengan jumlah pokok tidak 
melebihi Rp9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta 
Rupiah). 

8. Fasilitas kredit investasi XIII dengan jumlah pokok tidak 
melebihi Rp33.600.000.000,- (tiga puluh tiga miliar enam 
ratus juta Rupiah). 

9. Fasilitas kredit investasi XVI dengan jumlah pokok tidak 
melebihi Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar 
Rupiah). 

Bunga : 1. 7,50 % (tujuh koma lima puluh persen) per tahun yang 
dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal 
(Rekening Koran). 

2. 7,50 % (tujuh koma lima puluh persen) per tahun, yang 
dihitung dari jumlah fasilitas Time Loan Revolving yang 
telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur, untuk 
fasilitas Time Loan Revolving. 

3. 7,50 % (tujuh koma lima puluh persen) per tahun, yang 
dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah 
ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur, untuk 
fasilitas. 

Jaminan :  Sertipikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No.91/
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2. Fasilitas Bank Garansi sesuai dengan Surat BCA 
No.30264/GBK/2023 tanggal 7 Juni 2023 berlaku sampai 
dengan 11 September 2023. 

3. Fasilitas kredit multi sesuai dengan Surat BCA 
No.30264/GBK/2023 tanggal 7 Juni 2023 berlaku sampai 
dengan 11 September 2023. 

4. Fasilitas Time Loan Revolving (I,II dan III) sesuai dengan 
Surat BCA No.30264/GBK/2023 tanggal 7 Juni 2023 berlaku 
sampai dengan 11 September 2023. 

5. Fasilitas kredit investasi XI dan kredit investasi XIII berlaku 
sampai dengan 31 Desember 2023. 

6. Fasilitas kredit investasi XVI, berlaku sampai dengan tanggal 
yang jatuh 30 (tiga puluh) bulan kemudian sejak tanggal 
penarikan pertama fasilitas kredit. 

Nilai : Fasilitas Perbankan dengan rincian sebagai berikut: 
1. Fasilitas Kredit Lokal (Rekening Koran) dengan nilai 

Rp25.000.000.000,- (dua puluh lima miliar Rupiah). 
2. Fasilitas Bank Garansi dengan jumlah pokok tidak melebihi 

Rp45.000.000.000,- (empat puluh lima miliar Rupiah). 
3. Fasilitas kredit multi dengan jumlah pokok tidak melebih 

USD 18.000.000 (delapan belas juta Dollar Amerika 
Serikat). 

4. Fasilitas Time Loan Revolving I dengan jumlah pokok tidak 
melebihi Rp205.000.000.000,- (dua ratus lima miliar 
Rupiah). 

5. Fasilitas Time Loan Revolving II dengan jumlah pokok tidak 
melebihi Rp377.000.000.000,- (tiga ratus tujuh puluh tujuh 
miliar Rupiah). 

6. Fasilitas Time Loan Revolving III dengan jumlah pokok 
tidak melebihi Rp80.000.000.000,- (delapan puluh miliar 
Rupiah). 

7. Fasilitas kredit investasi XI dengan jumlah pokok tidak 
melebihi Rp9.600.000.000,- (sembilan miliar enam ratus juta 
Rupiah). 

8. Fasilitas kredit investasi XIII dengan jumlah pokok tidak 
melebihi Rp33.600.000.000,- (tiga puluh tiga miliar enam 
ratus juta Rupiah). 

9. Fasilitas kredit investasi XVI dengan jumlah pokok tidak 
melebihi Rp150.000.000.000,- (seratus lima puluh miliar 
Rupiah). 

Bunga : 1. 7,50 % (tujuh koma lima puluh persen) per tahun yang 
dihitung dari Utang yang timbul dari fasilitas Kredit Lokal 
(Rekening Koran). 

2. 7,50 % (tujuh koma lima puluh persen) per tahun, yang 
dihitung dari jumlah fasilitas Time Loan Revolving yang 
telah ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur, untuk 
fasilitas Time Loan Revolving. 

3. 7,50 % (tujuh koma lima puluh persen) per tahun, yang 
dihitung dari jumlah fasilitas Kredit Investasi yang telah 
ditarik dan belum dibayar kembali oleh Debitur, untuk 
fasilitas. 

Jaminan :  Sertipikat Hak Guna Bangunan (“SHGB”) No.91/

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 Sertipikat Hak Milik (“SHM”) No. 3025/Semanan, atas nama 
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79. 

 
Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 

• 
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79. 

 
Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 

• 

• 

• 

• 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

• 

Pembatasan (Negative 
Covenants) 

: Selama Debitor belum membayar lunas utang atau Batas Waktu 
Penarikan dan/atau Penggunaan Fasilitas Kredit belum berakhir, 
Debitor tidak diperkenankan untuk melakukan hal-hal berikut di 
bawah ini, tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari BCA: 

 

 

 

 

 

 

 

8. Melepaskan hak kekayaan intelektual atas “Mitra 10” dan 
“Mitra 10 Express”. 

Affirmative Covenants : Kecuali bilamana BCA secara tertulis menetapkan lain, Debitor 
wajib untuk: 
1. Menggunakan Fasilitas Kredit yang diberikan BCA hanya 

untuk keperluan sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian 
Kredit; 
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2. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, 
kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari 
pemerintah yang berlaku terhadap Debitor; 

3. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang 
adanya setiap perkara yang menyangkut Debitor, baik 
perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan 
maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha 
maupun harta kekayaan Debitor; 

4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan 
dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun 
Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian 
Kredit dibatalkan; 

5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang 
berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan; 

6. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain 
hak cipta, paten dan merek yang telah ada atau akan dimiliki 
oleh Debitor; 

7. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, 
administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang 
diterapkan secara terus menerus untuk mencemirkan secara 
wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha Debitor; 

8. Mengijinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA 
pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan 
dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh Debitor; 

9. Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan 
rincian yang dapat diterima oleh BCA: 
a. Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi 

laba) Debitor yang telah dikonsolidasi yang telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar yang disetujui oleh 
BCA dalam bentuk Long Form Audited Report yang 
wajib disampaikan selambat-lambatnya 120 (seratus dua 
puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku; 

b. Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi 
laba) internal Debitor, yang wajib disampaikan selambat-
lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal 
penutupan tahun buku; 

c. Laporan keuangan triwulanan Debitor dan laporan 
keuangan triwulanan Debitor yang wajib disampaikan 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir 
periode tiap-tiap laporan; 

d. Daftar persediaan barang setiap 3 (tiga) bulan sekali; 
e. Daftar tagihan dan aging schedule tagihan tiap 3 (tiga) 

bulan sekali. 
10. Memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang 

diterima Debitor untuk membayar kewajiban Debitor yang 
jatuh waktu kepada BCA; 

11. Menyalurkan sebagian besar dari transaksi/hasil usaha 
Debitor melalui rekening BCA; 

12. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA sebelum 
melaksanakan pembagian deviden kepada pemegang saham 
dengan besaran deviden yang dibagikan tidak lebih dari 20% 
(dua puluh persen) dari laba bersih berdasarkan laporan 
keuangan konsolidasi tahun sebelumnya, dengan ketentuan 
Debitor terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan mengenai 
kondisi keuangan Debitor; 

13. Berusaha dengan segala upaya mempertahankan kepemilikan 
saham Bapak Budyanto Totong dan keluarga baik secara 
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2. Mentaati semua undang-undang, peraturan pemerintah, 
kebijakan pemerintah, petunjuk atau instruksi dari 
pemerintah yang berlaku terhadap Debitor; 

3. Segera memberitahukan kepada BCA secara tertulis tentang 
adanya setiap perkara yang menyangkut Debitor, baik 
perdata, tata usaha negara, tuntutan pajak, penyidikan 
maupun perkara pidana yang akan mempengaruhi usaha 
maupun harta kekayaan Debitor; 

4. Membayar semua biaya yang timbul dan berhubungan 
dengan pemberian Fasilitas Kredit serta pelaksanaan syarat-
syarat dan ketentuan-ketentuan Perjanjian Kredit meskipun 
Fasilitas Kredit tidak dipergunakan dan/atau Perjanjian 
Kredit dibatalkan; 

5. Memberikan segala keterangan yang diminta oleh BCA yang 
berhubungan dengan pemberian Fasilitas Kredit dan Agunan; 

6. Mempertahankan Hak atas Kekayaan Intelektual, antara lain 
hak cipta, paten dan merek yang telah ada atau akan dimiliki 
oleh Debitor; 

7. Membentuk dan memelihara sistem pembukuan, 
administrasi dan pengawasan keuangan sesuai dengan 
prinsip akuntansi yang umum diterima di Indonesia dan yang 
diterapkan secara terus menerus untuk mencemirkan secara 
wajar keadaan kekayaan, keuangan serta hasil usaha Debitor; 

8. Mengijinkan BCA ataupun pihak yang ditunjuk oleh BCA 
pada setiap waktu untuk memeriksa kegiatan, pembukuan 
dan catatan-catatan lainnya yang dibuat oleh Debitor; 

9. Menyampaikan kepada BCA dalam bentuk dan dengan 
rincian yang dapat diterima oleh BCA: 
a. Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi 

laba) Debitor yang telah dikonsolidasi yang telah diaudit 
oleh Kantor Akuntan Publik terdaftar yang disetujui oleh 
BCA dalam bentuk Long Form Audited Report yang 
wajib disampaikan selambat-lambatnya 120 (seratus dua 
puluh) hari setelah tanggal penutupan tahun buku; 

b. Laporan keuangan tahunan (neraca dan perhitungan rugi 
laba) internal Debitor, yang wajib disampaikan selambat-
lambatnya 120 (seratus dua puluh) hari setelah tanggal 
penutupan tahun buku; 

c. Laporan keuangan triwulanan Debitor dan laporan 
keuangan triwulanan Debitor yang wajib disampaikan 
selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah akhir 
periode tiap-tiap laporan; 

d. Daftar persediaan barang setiap 3 (tiga) bulan sekali; 
e. Daftar tagihan dan aging schedule tagihan tiap 3 (tiga) 

bulan sekali. 
10. Memberikan prioritas terlebih dahulu atas laba usaha yang 

diterima Debitor untuk membayar kewajiban Debitor yang 
jatuh waktu kepada BCA; 

11. Menyalurkan sebagian besar dari transaksi/hasil usaha 
Debitor melalui rekening BCA; 

12. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA sebelum 
melaksanakan pembagian deviden kepada pemegang saham 
dengan besaran deviden yang dibagikan tidak lebih dari 20% 
(dua puluh persen) dari laba bersih berdasarkan laporan 
keuangan konsolidasi tahun sebelumnya, dengan ketentuan 
Debitor terlebih dahulu harus memenuhi ketentuan mengenai 
kondisi keuangan Debitor; 

13. Berusaha dengan segala upaya mempertahankan kepemilikan 
saham Bapak Budyanto Totong dan keluarga baik secara 

langsung maupun tidak langsung pada Debitor, minimal 
sebesar 32% (tiga puluh dua persen) 

14. Memberitahukan secara tertulis kepada BCA paling lambat 5 
(lima) Hari Kerja setelah tanggal terjadinya perubahan 
susunan pengurus dan pemegang saham di luar porsi saham 
yang beredar di publik. 

Financial Covenant : Menjaga, mempertahankan dan memelihara rasio keuangan 
Debitur berdasarkan laporan keuangan tahunan konsolidasi yang 
telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik Terdaftar yang 
disetujui oleh BCA dan laporan keuangan tahunan internal 
(parent only) sebagai berikut: 
a. EBITDA plus ORI to (Interest plus Installment) Ratio, yaitu 

perbandingan antara laba sebelum dikurangi beban bunga, 
pajak, depresiasi, dan amortisasi ditambah pendapatan diluar 
bisnis utama Debitur yang selalu diterima setiap periode 
tertentu, seperti pendapatan sewa, pendapatan dari supplier, 
pendapatan atas paket tahunan dari supplier, pendapatan dari 
billboard, rental, parking, rental tenant, dan service ccharge 
terhadap agunan pinjaman ditambah beban bunga pinjaman 
sebesar minimal 1 (satu) kali; 

b. Current Ratio (berdasarkan Laporan Keuangan Audited = 
Current Assets (termasuk PPH 22) to Current Liablities 
(tidak termasuk liabilitas sewa porsi jangka pendek) yaitu 
perbandingan antara aktiva lancar termasuk PPH 22 terhadap 
pasiva lancar terhadap kewajiban lancar sebesar minimal 1 
(satu) kali; 

c. Interest-bearing Debt (excluding Shareholder Loan) to 
(Equity Plus Shareholder Loan) yaitu perbandingan antara 
kewajiban yang berbeban bunga (tidak termasuk utang 
pemegang saham) terhadap ekuitas ditambah utang 
pemegang saham sebesar maksimal 1,75 (satu koma tujuh 
puluh lima) kali. 

 
Bahwa sehubungan dengan pembatasan rasio keuangan tersebut, 
berikut kondisi rasio keuangan Perseroan per 31 Desember 2022: 
 

Rasio Keuangan Per 31 Desember 2022
Current Ratio 
(CR)

1,11

EBITDA plus ORI 
to (interest plus 
instalment)

2,56

Interest-bearing 
Debt to Equity 
Ratio (DER)

1,11

 
 

Oleh karenanya, Perseroan telah memenuhi rasio keuangan 
sebagaimana yang dipersyaratkan oleh BCA. 

Penyelesaian Sengketa : Para Pihak memilih Kantor Pengadilan Negeri Jakarta Pusat 
sebagai kediaman hukum yang sah dan tidak berubah. 
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Objek : Kredit kepemilikan mobil 
Jangka Waktu :  

Nilai : 
 

Bunga : 
Jaminan : 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 
• 

• 
• 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

 

Objek :  
Jangka Waktu :  

Nilai : 
 

Bunga : 
Jaminan : 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 
• 

• 
• 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

 

Objek :  
Jangka Waktu :  
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Objek : Kredit kepemilikan mobil 
Jangka Waktu :  

Nilai : 
 

Bunga : 
Jaminan : 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 
• 

• 
• 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

 

Objek :  
Jangka Waktu :  

Nilai : 
 

Bunga : 
Jaminan : 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 
• 

• 
• 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

 

Objek :  
Jangka Waktu :  

Nilai : 
 

Bunga : 
Jaminan : 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 
• 

• 
• 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

 

Objek :  
Jangka Waktu :  

Nilai : 
 

Bunga : 
Jaminan : 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 
• 

• 
• 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

 

Objek :  
Jangka Waktu :  

Nilai : 
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Bunga : 
Jaminan : 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 
• 

• 
• 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

Pembatasan : Sebelum seluruh hutang pokok, bunga dan biaya-biaya belum 
dilunasi, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Bank, Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk tidak 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1). Membubarkan badan usaha Debitur; 
2). Melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain; 
3). Mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada pihak lain 

yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali; 
4). Melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo (prepayment) 

atas setiap hutang kepada pihak ketiga, kecuali untuk 
transaksi yang umum dalam perusahaan; 

5). Melakukan investasi di luar bidang usaha Debitur; 
6). Menjaminkan kepada bank lain dan/atau pihak ketiga 

manapun juga atas barang jaminan yang telah diserahkan 
kepada Bank untuk jaminan Fasilitas Kredit; 

7). Menarik dana melampaui plafond yang telah ditentukan 
oleh Bank; 

8). Merubah bentuk dan/atau status Perseroan. 

 

Objek :  
Jangka Waktu :  

Nilai : 
 

Bunga : 
Jaminan : 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 
• 

• 
• 
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Bunga : 
Jaminan : 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 
• 

• 
• 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

Pembatasan : Sebelum seluruh hutang pokok, bunga dan biaya-biaya belum 
dilunasi, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Bank, Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk tidak 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1). Membubarkan badan usaha Debitur; 
2). Melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain; 
3). Mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada pihak lain 

yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali; 
4). Melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo (prepayment) 

atas setiap hutang kepada pihak ketiga, kecuali untuk 
transaksi yang umum dalam perusahaan; 

5). Melakukan investasi di luar bidang usaha Debitur; 
6). Menjaminkan kepada bank lain dan/atau pihak ketiga 

manapun juga atas barang jaminan yang telah diserahkan 
kepada Bank untuk jaminan Fasilitas Kredit; 

7). Menarik dana melampaui plafond yang telah ditentukan 
oleh Bank; 

8). Merubah bentuk dan/atau status Perseroan. 

 

Objek :  
Jangka Waktu :  

Nilai : 
 

Bunga : 
Jaminan : 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 
• 

• 
• 

 
 
 

Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

Pembatasan : Sebelum seluruh hutang pokok, bunga dan biaya-biaya belum 
dilunasi, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Bank, Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk tidak 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 

 
 
 

 

 
 

 

8).  

 

Objek :  
Jangka Waktu :  

Nilai : 
 

Bunga : 
Jaminan : 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 
• 

• 
• 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

Pembatasan : Sebelum seluruh hutang pokok, bunga dan biaya-biaya belum 
dilunasi, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Bank, Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk tidak 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1). Membubarkan badan usaha Debitur; 
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2). Melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain; 
3). Mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada pihak lain 

yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali; 
4). Melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo (prepayment) 

atas setiap hutang kepada pihak ketiga, kecuali untuk 
transaksi yang umum dalam perusahaan; 

5). Melakukan investasi di luar bidang usaha Debitur; 
6). Menjaminkan kepada bank lain dan/atau pihak ketiga 

manapun juga atas barang jaminan yang telah diserahkan 
kepada Bank untuk jaminan Fasilitas Kredit; 

7). Menarik dana melampaui plafond yang telah ditentukan 
oleh Bank; 

8). Merubah bentuk dan/atau status Perseroan. 

 

Objek :  
Jangka Waktu :  

Nilai : 
 

Bunga : 
Jaminan : 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 
• 

• 
• 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

Pembatasan : Sebelum seluruh hutang pokok, bunga dan biaya-biaya belum 
dilunasi, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Bank, Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk tidak 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1). Membubarkan badan usaha Debitur; 
2). Melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain; 
3). Mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada pihak lain 

yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali; 
4). Melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo (prepayment) 

atas setiap hutang kepada pihak ketiga, kecuali untuk 
transaksi yang umum dalam perusahaan; 

5). Melakukan investasi di luar bidang usaha Debitur; 
6). Menjaminkan kepada bank lain dan/atau pihak ketiga 

manapun juga atas barang jaminan yang telah diserahkan 
kepada Bank untuk jaminan Fasilitas Kredit; 

7). Menarik dana melampaui plafond yang telah ditentukan 
oleh Bank; 

8). Merubah bentuk dan/atau status Perseroan 
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2). Melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain; 
3). Mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada pihak lain 

yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali; 
4). Melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo (prepayment) 

atas setiap hutang kepada pihak ketiga, kecuali untuk 
transaksi yang umum dalam perusahaan; 

5). Melakukan investasi di luar bidang usaha Debitur; 
6). Menjaminkan kepada bank lain dan/atau pihak ketiga 

manapun juga atas barang jaminan yang telah diserahkan 
kepada Bank untuk jaminan Fasilitas Kredit; 

7). Menarik dana melampaui plafond yang telah ditentukan 
oleh Bank; 

8). Merubah bentuk dan/atau status Perseroan. 

 

Objek :  
Jangka Waktu :  

Nilai : 
 

Bunga : 
Jaminan : 

Hak dan Kewajiban : Hak dan Kewajiban Debitur 
• 
• 

• 
• 

 
Hak dan Kewajiban Bank 
• 

• 

• 

Pembatasan : Sebelum seluruh hutang pokok, bunga dan biaya-biaya belum 
dilunasi, maka tanpa persetujuan tertulis terlebih dahulu dari 
Bank, Debitur dengan ini berjanji dan mengikat diri untuk tidak 
melakukan hal-hal sebagai berikut: 
1). Membubarkan badan usaha Debitur; 
2). Melakukan merger atau akuisisi dengan perusahaan lain; 
3). Mengalihkan kepemilikan perusahaan kepada pihak lain 

yang mengakibatkan terjadinya perubahan pengendali; 
4). Melakukan pembayaran sebelum jatuh tempo (prepayment) 

atas setiap hutang kepada pihak ketiga, kecuali untuk 
transaksi yang umum dalam perusahaan; 

5). Melakukan investasi di luar bidang usaha Debitur; 
6). Menjaminkan kepada bank lain dan/atau pihak ketiga 

manapun juga atas barang jaminan yang telah diserahkan 
kepada Bank untuk jaminan Fasilitas Kredit; 

7). Menarik dana melampaui plafond yang telah ditentukan 
oleh Bank; 

8). Merubah bentuk dan/atau status Perseroan 

 Persetujuan dari PT Bank Central Asia,Tbk ("BCA”).

 
 

 
dan Anggaran Dasar Perseroan yang sebelumnya berbunyi “Terkait perubahan status 

dahulu dari Kreditur” diubah menjadi “Selain dari perubahan status kelembagaan dan 

 

 

 
 

“……., maka tanpa persetujuan tertulis 

ini.”

“……., maka tanpa persetujuan tertulis terlebih 

.”

“…., maka tanpa persetujuan tertulis terlebih 

pendapatan bersih tahun yang berjalan.”
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Objek : 
 

Jangka Waktu :  
Nilai : 

 
Hak dan Kewajiban : 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

Penyelesaian Sengketa : 

 

Objek :  
Jangka Waktu :  

Nilai :  
Hak dan Kewajiban : 

• 
• 

• 
• 

• 
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Objek : 
 

Jangka Waktu :  
Nilai : 

 
Hak dan Kewajiban : 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

Penyelesaian Sengketa : 

 

Objek :  
Jangka Waktu :  

Nilai :  
Hak dan Kewajiban : 

• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

Penyelesaian Sengketa : 

 

Objek : 
 

Jangka Waktu :  
Nilai :  

Hak dan Kewajiban : 
• 
• 

• 
• 

• 

• 

• 

Penyelesaian Sengketa : 

 

No. Perjanjian Para Pihak Objek Jangka waktu Tanggung Jawab 
Para Pihak 

1. 

 

PT Primagraha 
Keramindo sebagai 
Pihak Pertama

 
 

 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk kepada Pihak 
Kedua.

 
2.  

 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 



130

No. Perjanjian Para Pihak Objek Jangka waktu Tanggung Jawab 
Para Pihak 

 

 

produk kepada Pihak 
Kedua.

 
3. 

 
Foshan Happy 
House Building 
Materials Co., LTD. 
sebagai Pihak 
Pertama

Perseroan sebagai 
Pihak Kedua

 

 

–
 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk kepada Pihak 
Kedua.

 

4. 
 

Foshan Junjing 
Industrial  Co., LTD. 
sebagai Pihak 
Pertama

Perseroan sebagai 
Pihak Kedua

 

 

–
 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk kepada Pihak 
Kedua.
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No. Perjanjian Para Pihak Objek Jangka waktu Tanggung Jawab 
Para Pihak 

 

 

produk kepada Pihak 
Kedua.

 
3. 

 
Foshan Happy 
House Building 
Materials Co., LTD. 
sebagai Pihak 
Pertama

Perseroan sebagai 
Pihak Kedua

 

 

–
 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk kepada Pihak 
Kedua.

 

4. 
 

Foshan Junjing 
Industrial  Co., LTD. 
sebagai Pihak 
Pertama

Perseroan sebagai 
Pihak Kedua

 

 

–
 

Pihak Pertama 
bertanggung jawab 
untuk: menyediakan 
produk kepada Pihak 
Kedua.
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“Mulia”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



139

    

 

 

 

 

“Mulia”
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 PT Caturadiluhur Sentosa (“CALS”)
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 PT Caturaditya Sentosa (“CAS”)

 

“Akta 13/2021”
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 PT Caturaditya Sentosa (“CAS”)

 

“Akta 13/2021”
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 PT Catur Berkat Bersama (“CBB”)
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 PT Catur Berkat Bersama (“CBB”)

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 PT Catur Hasil Sentosa (“CHS”)
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 Catur Karda Sentosa (“CKS”)
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 Catur Karda Sentosa (“CKS”)

“Akta 7/2022”
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 PT Catur Logamindo Sentosa (“CLS”)

“Akta 98/1997”

“Akta 8/2022”
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 PT Catur Logamindo Sentosa (“CLS”)

“Akta 98/1997”

“Akta 8/2022”
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 PT Catur Mitra Sejati Sentosa (“CMSS”)
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 PT Catur Mitra Sejati Sentosa (“CMSS”)
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 PT Catur Sentosa Anugerah (“CSAN”)
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 PT Catur Sentosa Anugerah (“CSAN”)
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 PT Catur Sentosa Berhasil (“CSB”)

 

“CSB”

 

“Akta 10/2020”
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 PT Catur Sentosa Berhasil (“CSB”)

 

“CSB”

 

“Akta 10/2020”

 
 
 

 
 

 PT Eleganza Tile Indonesia (“ETI”)

“Akta 130/2019"
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 PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (“KKS”)
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 PT Kusuma Kemindo Sentosa Tbk (“KKS”)

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 



156

 PT Mitra Bali Indah (“MBI”)
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 PT Mitra Bali Indah (“MBI”)

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 PT Mitra Hasil Sentosa (“MHS”)
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ritel modern bahan bangunan, kemudian memperkenalkan konsep “ ” bahan bangunan dan 

− 
− 
− 
− 
− 
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9.680.573 9.279.818 4,42
5.148.867 4.471.266 15,92

Segmen Ritel Moderen tetap menjadi target ekspansi bisnis di tahun mendatang. Konsep, ‘One Stop Shop’ terus 
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–



165

–
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No. Pemilik Jenis HAKI No. Perizinan/Pendaftaran 
dan Tanggal Dikeluarkan 

Pihak Yang 
Mengeluarkan Keterangan 

1.  Merek Happy House 
Kode Kelas : 19 

k 

Berlaku sampai 
dengan 18 April 
2032 

2.  Merek Bowler 
Kode Kelas : 7 

k

Berlaku sampai 
dengan 02 
Desember 2030 

3.  Merek Bowler 
Kode Kelas : 17 

k

Berlaku sampai 
dengan  23 Mei 
2026 

4.  Merek Bowler 
Kode Kelas : 20 

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026 

5.  Merek Eden 
Kode Kelas : 6 

k

Berlaku sampai 
dengan 02 Januari 
2029 

6.  Merek Eden 
Kode Kelas : 19 

k

Berlaku sampai 
dengan 04 
November 2029 

7.  Merek Esser 
Kode Kelas: 19  

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Juni 
2024 
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No. Pemilik Jenis HAKI No. Perizinan/Pendaftaran 
dan Tanggal Dikeluarkan 

Pihak Yang 
Mengeluarkan Keterangan 

1.  Merek Happy House 
Kode Kelas : 19 

k 

Berlaku sampai 
dengan 18 April 
2032 

2.  Merek Bowler 
Kode Kelas : 7 

k

Berlaku sampai 
dengan 02 
Desember 2030 

3.  Merek Bowler 
Kode Kelas : 17 

k

Berlaku sampai 
dengan  23 Mei 
2026 

4.  Merek Bowler 
Kode Kelas : 20 

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026 

5.  Merek Eden 
Kode Kelas : 6 

k

Berlaku sampai 
dengan 02 Januari 
2029 

6.  Merek Eden 
Kode Kelas : 19 

k

Berlaku sampai 
dengan 04 
November 2029 

7.  Merek Esser 
Kode Kelas: 19  

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Juni 
2024 

No. Pemilik Jenis HAKI No. Perizinan/Pendaftaran 
dan Tanggal Dikeluarkan 

Pihak Yang 
Mengeluarkan Keterangan 

8.  Merek Esser 
Kode Kelas: 21 

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Juni 
2024 

9.  Merek Luften  
Kode Kelas: 9 

k

Berlaku sampai 
dengan 04 
November 2029 

10.  Merek Luften 
Kode Kelas: 11 

k

Berlaku sampai 
dengan 04 
November 2029 

11.  Merek Renovo 
Kode Kelas: 7 

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026  

12.  Merek Renovo 
Kode Kelas: 17 

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026 

13.  Merek Renovo 
Kode Kelas: 20 

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026 

14.  Merek Renovo 
Kode Kelas: 35 

k

Berlaku sampai 
dengan 21 
Desember 2029 

15.  Merek Rixo 
Kode Kelas: 19 

Berlaku sampai 
dengan 14 Maret 
2026 
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No. Pemilik Jenis HAKI No. Perizinan/Pendaftaran 
dan Tanggal Dikeluarkan 

Pihak Yang 
Mengeluarkan Keterangan 

k

16.  Merek Rosso 
Renovo 
Kode Kelas: 7  

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026 

17.  Merek Rosso 
Renovo 
Kode Kelas: 11  

k

Berlaku sampai 
dengan 21 
Desember 2029 

18.  Merek Rosso 
Renovo 
Kode Kelas: 17  

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026 

19.  Merek Rosso 
Renovo 
Kode Kelas: 20  

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026  

20.  Merek Rosso 
Renovo 
Kode Kelas: 35  

k

Berlaku sampai 
dengan 21 
Desember 2029 

21.  Merek Sterlyn  
Kode Kelas: 7 

k

Berlaku sampai 
dengan 02 
Desember 2030 

22.  Merek Sterlyn 
Kode Kelas: 11 

k

Berlaku sampai 
dengan 03 
November 2030 
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No. Pemilik Jenis HAKI No. Perizinan/Pendaftaran 
dan Tanggal Dikeluarkan 

Pihak Yang 
Mengeluarkan Keterangan 

k

16.  Merek Rosso 
Renovo 
Kode Kelas: 7  

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026 

17.  Merek Rosso 
Renovo 
Kode Kelas: 11  

k

Berlaku sampai 
dengan 21 
Desember 2029 

18.  Merek Rosso 
Renovo 
Kode Kelas: 17  

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026 

19.  Merek Rosso 
Renovo 
Kode Kelas: 20  

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026  

20.  Merek Rosso 
Renovo 
Kode Kelas: 35  

k

Berlaku sampai 
dengan 21 
Desember 2029 

21.  Merek Sterlyn  
Kode Kelas: 7 

k

Berlaku sampai 
dengan 02 
Desember 2030 

22.  Merek Sterlyn 
Kode Kelas: 11 

k

Berlaku sampai 
dengan 03 
November 2030 

No. Pemilik Jenis HAKI No. Perizinan/Pendaftaran 
dan Tanggal Dikeluarkan 

Pihak Yang 
Mengeluarkan Keterangan 

23.  Merek Sterlyn 
Kode Kelas: 17 

k

Berlaku sampai 
dengan 02 
Desember 2030 

24.  Merek Sterlyn 
Kode Kelas: 20 

k

Berlaku sampai 
dengan 02 
Desember 2030 

25.  Merek Terra Cerra 
Kode Kelas: 19 

k

Berlaku sampai 
dengan 26 Juni 
2026  

26.  Merek Volk 
Kode Kelas: 7  

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026 

27.  Merek Volk 
Kode Kelas:11  

k

Berlaku sampai 
dengan 06 
November 2032 

28.  Merek Volk 
Kode Kelas:17  

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026 

29.  Merek Volk 
Kode Kelas:20 

k

Berlaku sampai 
dengan 23 Mei 
2026 

30.  Merek Ceranosa 
Kode Kelas:19 Berlaku sampai 

dengan 02 Maret 
2026 
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No. Pemilik Jenis HAKI No. Perizinan/Pendaftaran 
dan Tanggal Dikeluarkan 

Pihak Yang 
Mengeluarkan Keterangan 

k

31.  
 
Kode Kelas: 35 

 

32.  
 
Kode Kelas: 7 

 

33.  

 Berlaku hingga 24 
September 2033 

34.  

 

 

35.  

 

 

36.  
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No. Pemilik Jenis HAKI No. Perizinan/Pendaftaran 
dan Tanggal Dikeluarkan 

Pihak Yang 
Mengeluarkan Keterangan 

k

31.  
 
Kode Kelas: 35 

 

32.  
 
Kode Kelas: 7 

 

33.  

 Berlaku hingga 24 
September 2033 

34.  

 

 

35.  

 

 

36.  

  

No. Pemilik Jenis HAKI No. Perizinan/Pendaftaran 
dan Tanggal Dikeluarkan 

Pihak Yang 
Mengeluarkan Keterangan 

37.  

 

 

38.  

 

 

39.  

 

 

40.  

 

 

41.  
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No. Pemilik Jenis HAKI No. Perizinan/Pendaftaran 
dan Tanggal Dikeluarkan 

Pihak Yang 
Mengeluarkan Keterangan 

42.  

 

 

43.  

 

 

44.  

 

 

45.  

 

 

46.  

 

 

47.  
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No. Pemilik Jenis HAKI No. Perizinan/Pendaftaran 
dan Tanggal Dikeluarkan 

Pihak Yang 
Mengeluarkan Keterangan 

42.  
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independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) 

–
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independen, berdasarkan Standar Audit yang ditetapkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (“IAPI”) 

–

• 

• 

–
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Perpajakan (“ ”), bahwa dividen berasal dari dalam neger

Negara yang telah menandatangani Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (“ ”) dengan Indonesia, dengan 
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PT BCA Sekuritas (“BCAS”)

nama “PT Dinamika Usahajaya” berdasarkan Akta Perseroan Terbatas No.101, tanggal 7 Mei 1990, dibuat di 
hadapan Benny Kristianto, S.H., Notaris di Jakarta (“ ”). Akta Pendirian telah mendapatk

 “PT Dinamika Usahajaya” menjadi bernama “PT Dinamika Sekuritas” berdasarkan Akta Berita 

 dari bernama “PT Dinamika Sekuritas” menjadi bernama “PT Dinamika Usahajaya” berdasarkan Akta Berita 

 perubahan nama terakhir, yaitu dari bernama “PT Dinamika Usahajaya” menjadi bernama “PT BCA Sekuritas” 

–
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(“HKHPM”) No. No.KEP.03/HKHPM/XI/2021 tanggal 

onsultan Hukum Pasar Modal (“HKHPM”) 
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16.00 WIB berhak memperoleh HMETD (“Pemegang Saham Yang Berhak”) untuk mengajukan pemesanan 
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Halaman ini sengaja dikosongkan
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